PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR O TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan. Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kc¢.aa Pagar
Alam (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

('S

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048):

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); &

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);




6.

9,

10.

11.

13.

16.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286):

Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355):

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan [.embaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negard Nomor

4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090); :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang‘ Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerinfah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Tudosicsia Tairam 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540):




17.

19.

20.

21.

22.

24.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan [.embaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayarian Minimal (Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor _
4585); . | e R

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor ......... TahuR oo ‘tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;,




MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

1. Pendapatan :

| a. Pendapatan Asli Daerah................... Rp. 10.000.000.000,-
b. Dana Perimbangan........................... Rp. 412.481.278.000,-
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah.......... Rp. 12.505.000.000.- :
Junlah PEOABBHIAL ..........oovsssmossesesosiuesons s ssinasssosesesssamsstreeis s Rp. 434.986.278.000,-
2. Belanja:
: a. Belanja Tidak Langsung : ‘
1) Belanja Pegawai ......................... Rp. 129.335.568.132,-
2) Belanja Hibah............................. Rp. 1.685.264.398,-
3) Belanja Bantuan Sosial............... Rp. 1.250.000.000,- :
4) Belanja Tidak Terduga.............. . Rp Idiiieee-—— T
‘ Rp. 133.520,832.530~
b. Belanja Langsung :
1) Belanja Pegawai ......................... Rp. 30.719234.400,-
2) Belanja Barang dan Jasa............. Rp. 129.193.552.443,-
3) BelanjaModal ..............c..ocoo... Rp. 178.566.380.627.-
Rp. 338.479.167.470,-
Junnlals BelBIia. .o oo s 55 stsmmmmninenssissesmmmeres o s smmss sessimsiiamd Rp. 472.000.000.000,-
{ ABHEIBIE J i 0156 e wrars oo e spmssieit eioas ssdsisi Boampssnail s ST (Rp. 37.013.722.000,-)
) ¢
3 Pembiayaan :
a. Penerimaan.......... b e i SR eSS Rp. 40.013.722.000,-
b. Pengeluaran ...............cccccoovvvvenn..., Rp. 3.000.000.000.,-
Jumlah Pembiayaan NETO ..........ececereresivensmsssmmisiss shasssossssbonssssressens Rp. 37.013.722.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan ................. Rp. Nihil
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampirén I
Peraturan Walikota ini.




rasdr 95

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
Peraturan Walikota ini.
Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 5
Pelaksanaan Pemabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraci ariiiti- “dittEngian febiinr ianjut “dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6
Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita
Dacrah.

Ditetapkan di Pd;_,ar Alam.
pada tanggal . f‘((df‘l 2009

WALIKO iAGAR ALA W/

/H. DJAZULI KURIS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam

Nomor Tanggal }:fm 2009

SEKRETARIS DAERAH,

| (%)RS. H. A. F_;CHRI, MM
| NIP. 010091301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 NOMOR , SERI .... ; .. e

.............




